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ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut dengan PKPU
merupakan salah satu instrumen dalam mencapai suatu perdamaian antara Debitor
dengan para Kreditornya. Adanya pandemi Covid-19 membuat para pelaku usaha
mengalami penurunan omzet dan membengkaknya utang, salah satu perusahaan
tersebut adalah PT. Tulus Tri Tunggal yang pada akhirnya mengajukan
permohonan PKPU. Buruh sebagai salah satu Kreditor dari perusahaan tersebut
pada dasarnya merupakan Kreditor Preferen yang didahulukan pembayarannya
dibandingkan dengan jenis-jenis Kreditor lainnya berdasarkan Pasal 95 Undang-
Undang Cipta Kerja Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X1/2013.
Namun pada kasus tersebut, buruh selaku Kreditor Preferen justru mengajukan
permohonan untuk menjadi Kreditor Konkuren pada proses perdamaian PKPU.
Semangat dari buruh untuk turun status menjadi Kreditor Konkuren adalah
mendapatkan kepastian pembayaran karena dengan statusnya sebagai Kreditor
Preferen, buruh tidak mendapatkan hak suara dalam pemungutan suara persetujuan
perdamaian PKPU. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur
mengenai ketentuan hak suara tersebut, dengan begitu harapannya jika buruh
menjadi Kreditor Konkuren maka akan mendapatkan hak suara dalam perdamaian
di PKPU. Disisi lain, turunnya buruh menjadi Kreditor Konkuren dapat merugikan
beberapa Kreditor. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas turunnya status buruh
tersebut dapat melakukan upaya hukum, yaitu gugatan lain-lain. Namun, pada
praktiknya masih sering terjadi kesalahan penafsiran terhadap gugatan lain-lain
yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Perlu
pemahaman secara mendalam untuk menafsirkan “hal-hal lain” dalam ketentuan
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak salah dalam menafsirkan
gugatan lain-lain yang akan diajukan sebagai salah satu bentuk upaya hukum dalam
rezim hukum kepailitan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembaruan atas
pengaturan terkait kedudukan dan hak Kreditor Preferen dalam hal perdamaian
PKPU untuk mengakomodir hal-hal tersebut, terutama bagi buruh. Serta dirasa
masih sangat perlu pemahaman secara komprehensif bagi para pihak untuk
memaknai arti dari gugatan lain-lain sebagai upaya hukum yang berkaitan dengan
harta pailit.

Kata kunci: Buruh, Kreditor Preferen, Penurunan, Kreditor Konkuren
Perdamaian PKPU.
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ABSTRACT

Suspension of Debt Payment Obligation or commonly called as PKPU is one of the
instruments in achieving a peace between debtors and creditors. The existence of
the Covid-19 pandemic has made business actors experience a decrease in turnover
and an increase in debt, and one of companies who got that impact is PT. Tulus Tri
Tunggal who ultimately submitted the PKPU peace application. Labor as one of
the Creditors of the company is basically a Preferred Creditor whose payment is
prioritized compared to other types of Creditors based on Article 95 Law on Job
Creation Jo. Cpnstitutional Court Decision No. 67/PUU-X1/2013. However, in this
case, workers as Preferred Creditors actually applied to become Concurrent
Creditors in the PKPU process. The main reason of workers to downgrade to
become Concurrent Creditors is to get payment certainty because with their status
as Preferred Creditors, workers do not get voting rights in the PKPU peace
agreement voting. Law on Bankcruptcy and Suspension of Debt Payment
Obligation do not regulate the provisions of these voting rights, so it is hoped that
if workers become Concurrent Creditors, they will get voting rights at PKPU. On
the other hand, the decline of workers to become concurrent creditors can harm
some creditors. Parties who feel aggrieved by the downgrade in the status of
workers can take legal action, namely other lawsuits. However, in practice there
are still frequent misinterpretations of other claims contained in Article 3
paragraph (1) Law on Bankcruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation.
In-depth understanding is needed to interpret “other matters” in the provisions of
Law on Bankcruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, so that there is
no misinterpretation of other lawsuits that will be filed as a form of legal remedy in
the bankruptcy law regime. Therefore, it is very necessary to reform the regulations
related to the position and rights of Preferred Creditors in terms of PKPU
reconciliation to accommodate these matters, especially for workers. It is also felt
that there is still a need for a comprehensive understanding for the parties to
interpret the meaning of other lawsuits as legal remedies related to bankrupt assets.

Keywords: Labor, Preferred Creditors, Downgrade, Concurrent Creditors, Peace
Suspension of Debt Payment Obligation.
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